MENGAIS HAM DAN DEMOKRASI

DI ANTARA KEPUNGAN MODAL DAN BEDIL

Catatan Voice of Human Rights (VHR) 2005
Prolog

Waktu mengalir deras hingga banyak orang harus menunggu pergeseran tahun di pengghujungnya untuk merenung, bersorak-sorai dan atau menatap penuh optimis sembari menyusun rencana-rencana tahun depan. Waktu, begitu pentingnya sehingga perjuangan harus memberikan laporan dan pertanggungjawaban pada public sebagai parameter dari daya upaya yang telah ditempuh. 2005 telah ditutup, adakah yang harus kita beberkan dari lembaran diari penegakan hak asasi manusia dan demokrasi Indonesia? Tentu saja banyak sekali untuk membaca ulang halaman demi halaman, hari demi hari ataupun kasus demi kasus. Apa kabar para Human Rights Defenderes dalam mengemban tugas mulia menegakkan HAM dan demokrasi di garda terdepan? Sejauh mana program monitoring, advokasi dalam menyuarakan HAM dan demokrasi di negara para tentara dan tukang kantau ini?

2005, bolehlah jadi batas proposal, anggaran dan program. Tetapi ikhtiar penegakkan HAM dan demokrasi, catatan 2005 hanya pembatas buku sebagai penanda halaman yang sudah dibaca atau ditulis kembali. Ketika dituntut menceritakan ulang buku diari penegakan HAM dan demokrasi, lalu hadir pertanyaan. Dari halaman dan tanggalan manakah harus memulainya? Terlepas Tanya di atas mungkin ada beberapa persoalan mendasar dan pokok yang menjadi sorotan banyak public. Dari posisi inilah Voice of Human Rights mencoba untuk menjabarkan secara makro tentang perjalanan penegakan HAM dan demokrasi dari dapur redaksi, ruang studio, riset media Litbang dan jaringan. 

Dari lembaran yang paling hitam adalah penggungkapan kasus kematian aktifis HAM sendiri yaitu Munir. Pollycarpus memang sudah divonis tetapi apakah itu jawabannya? Lalu penyelesaian pelanggaran HAM melalui proses persidangan, kami juga mencatat tidak terjadi perkembangan yang mendasar. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat seperti tragedi Tanjung Priok, Abepura, dan pembantaian besar-besaran di Timor-Timur pasca jajak pendapat ternyata hanya mampu meloloskan para terdakwa untuk bebas menghirup udara diluar kokohnya dinding tahanan. Di sisi kebebasan berekspresi ada tanda-tanda yang akan memperlakukan DEPKOINFO seperti DEPPEN di masa ORBA, serta tak luput pula kekerasan terhadap sesama pekerja media. Di sisi ECOSOB, ada dua persoalan yang kami ulas secara fokus yaitu PHK massal di sector industri dan tsunami beras impor yang meluluhlantakan petani. Pemaparan catatan HAM dan demokrasi 2005 tak hanya memakai produk jurnalisme VHR sebagai satu-satunya acuan tetapi juga berdasar kerja jaringan sesama Human Rights Defender.  
Voice of Human Rights sebagai media yang focus menyuarakan HAM, Demokrasi dan Hukum telah melakukan sederatan pekerjaan yang sudah tidak dapat dipisahkan antara perjuangan dan rutinitas di Repubik dengan stempel pelanggar HAM besar di dunia! Walau tanpa frekuensi sendiri, VHR tak hentinya menyebarluaskan jeritan hak asasi manusia ke jaringan radio komunitas berupa berita, current affair, indept reporting, feature dan media analisis yang tidak menjadi perhatian media mainstream, kalaupun dipotret terbatas pada kejadian tanpa ada benang merah perjuangan HAM di dalamnya. Dari Tebet Barat Dalam VHR bersama anda!
Munir: Maksud Hati Menangkap Kakap Tapi Teri yang Dapat

“Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa, Pollycarpus Budi Hari Prianto terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, turut melakukan pembunuhan 
berencana dan turut melakukan pemalsuan surat. 2. menghukum terdakwa oleh 
karena perbuatan tersebut, dengan hukuman penjara, 14 tahun,”  putus pak Hakim. 
Pollycarpus Budihari Prianto, terdakwa pembunuh pejuang HAM, Munir telah divonis 14 tahun penjara, namun kelanjutan penguakan misteri dalang pembunuh sebenarnya masih menjadi pertanyaan besar. Keputusan tersebut diambil karena Pollycarpus dianggap secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan memalsukan surat tugas sebagai sarana menjalankan rencana pembunuhan. Meski dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya memasukkan terpidana Pollycarpus sebagai pelaku tunggal pembunuhan Munir, namun Majelis Hakim melihat ada indikasi keterlibatan pelaku lain sebagai otak pembunuhan atau hanya sebagai pelaku yang turut serta melakukan pembunuhan.  Mereka adalah; Mantan Deputi V Badan Intelejen Negara Muhdi PR, Direktur Garuda, Indra Setiawan, Kepala Keamanan Penerbangan Garuda, Ramelgia Anwar, pramugara Garuda penerbangan Jakarta-Singapura, Oedi Irianto dan pramugari Yetty Soesmiarti.
Kepala BIN Syamsir Siregar menyatakan putusan/vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat terhadap Pollycarpus tidak akan mengungkap lebih jauh tabir dibalik tewasnya pejuang HAM Munir. Menurut Syamsir tim penyidik telah diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengungkap kasus itu namun sayang dalam perjalanannya penyidik hanya mampu membawa pollycarpus ke meja hijau. Sementara itu diawal proses penyidikan kasus Munir, Presiden SBY menekankan bahwa pengungkapan kasus munir adalah sebuah tes terhadap pemerintahannya.

Catatan penting dari pengungkapan kasus kematian Munir adalah persidangan tak akan mampu menyentuh aktor intelektual di balik pembunuhan. "Semestinya kepolisian bisa melengkapi persidangan dengan pengajuan alat bukti baru, yang mengarah pada tersangka yang lebih berperan dalam pembunuhan Munir," kata Usman Hamid mantan TPF kasus Munir (Voice of Human Rights 19/11/2005). Kedua adalah temuan TPF Munir yang tak banyak dijadikan bukti oleh pihak kepolisian. Hasil TPF Munir mengatakan adanya keterlibatan aparat intelejen. Diakhir masa kerjanya, TPF Munir menyimpulkan bahwa pembunuhan terhadap Munir dilakukan oleh suatu pemufakatan jahat. Pembunuhan itu melibatkan pihak-pihak tertentu di lingkungan PT Garuda Indonesia dan Badan Intelejen Negara (BIN). Mantan ketua BIN Hendro Pryono yang pernah dikaitkan dengan kasus kematian Munir juga tidak jelas ujung pangkalnya sampai sekarang. Jika merujuk pada film “Garuda Deadly Upgrades” kasus pembunuhan orang-orang yang vocal membongkar borok oligarki penjahat di Indonesia telah mengorbankan Munir, Baharuddin Lopa dan Muhamad Yamin. Kita patut bertanya dimana komitmen untuk menyelesaikan kasus Munir secara tuntas oleh pemerintahan SBY, bila faktanya dijadikan sebagai komoditi politik di tangan kekuasaan.

Ratifikasi Kovenan: Ilusi atau Prestasi 

Ditengah rapor merah penegakan HAM dan Demokrasi Indonesia pemerintahan SBY-JK dengan banyaknya kebijakan yang semakin menghimpit rakyat miskin. Pemerintahan SBY-JK dan DPR RI mengoreskan sedikit prestasi pada tanggal 30 September 2005 dengan meratifikasi KOVENAN HAK SIPOL dan EKOSOP. Secara terbuka pemerintahan SBY-JK serta DPR ingin membusungkan dada pada dunia internasional dan nasional bahwa komitmen negara besar dalam usaha penegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Di mata internasional Indonesia adalah negeri berdarah dengan segunung lahar panas pelanggaran HAM. Mulai dari tragedi GESTOK 1965, pembantaian massal di daerah operasi militer Timor Timur, Aceh dan Papua, tidak adanya jeratan hukum bagi pelanggar HAM berat. Di sisi lain tingginya angka pengangguran, murahnya upah buruh, banyak penggurusan tanah secara paksa adalah cerminan kongkrit hak EKOSOP juga tak kalah ditindasnya oleh kekuasaan.

Ratifikasi kovenan hak SIPOL dan EKOSOB secara eksovisio akan menjadi undang-undang resmi di Indonesia. Walau ada beberapa opsional protol yang tidak direservasi karena itu lebih mengarah pada tata cara pelaksanaan. Ratifikasi kovenan ini akan menjadi mewajibkan pemerintah secara berkala, dua tahun sekali untuk membuat laporan implementasi kovenan ini terhadap komite HAM di PBB. Sebelum pemerintah memproses dua kovenan ini sudah banyak ketentuan yang diserap dalam berbagai produk perundang-undangan Indonesia seperti: 

· Deklarasi Universal HAM 

· Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi Rasial

· Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia
· Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi Terhadap Perempuan

· Konvensi tentang Hak-hak Anak

Beberapa ratifikasi kovenan internasional sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelumnya. Perbendaharaan undang-undang tentang HAM juga sudah dilengkapi dengan UU No. 39 1999 tentang Hak untuk hidup, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak mengembangkan diri, Hak memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan, Hak wanita dan Hak anak. Secara substansial dan normatif tidak terlalu memiliki perbedaan dengan ratifikasi dua kovenan hak SIPOL dan EKOSOP. 

Sejauh ini filsafat hukum masih bersandar pada POSITIVISME yang melahirkan tradisi legalis dan formalis. Secara aturan perundang-undangan ada namun bopeng di level praktek atau implementasi. Disinilah kontradiksi justifikasi komitmen pemerintahan SBY-JK dalam meratifikasi dua kovenan, tak lain merupakan jebakan BATMAN!

Bukankah semua kita mengerti, “ini Negara hukum, pak bos!” Seperti tandas bung Karno “politik adalah komando!” dan hukum adalah piranti pelengkap. Semasa Suharto trisula maut Golkar-Birokrasi-TNI adalah basis struktur sekaligus suprastruktur kekuasaan. Berkaca di cermin mana wajah hukum dan HAM Indonesia? Bila oligarki kekuasaan Indonesia sampai sekarang belum bergeser walau sudah reformasi. Tak jauh beda nasib serupa juga dialami KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) yang sudah disahkan bahkan sekarang tinggal tanda tangan Presiden untuk mensyahkan orang-orangnya. Berbeda dengan bangunan KKR di Afrika Selatan bahwa terjadi penggulingan kekuasaan dan kaum demokrasi memegang tampuk kekuasaan sehingga pelacakan kebenaran sejarah terjadi serta Rekonsiliasi sebagai jalan tengah bisa ditempuh! 

Fatamorgana, begitulah kala menatap dan menangkap momentum ratifikasi kovenan hak SIPOL dan EKOSOB karena rakyat tak memiliki akses di lapangan politik walau pintu Hukum terbuka menganga!

Militer: Hampir Tak Tersentuh!
Memperbincangkan HAM dan demokrasi Indonesia tentu tidak afdhal rasanya tanpa bertegur sapa dengan TNI. Bagaimana kabar para pemilik sah republik, setidaknya begitulah klaim TNI selama ini sehingga sulit sekali untuk disentuh hukum apalagi peradilan HAM. Kenapa begitu, terbukti dengan beberapa kasus pelanggaran HAM berat seperti tragedi Tanjung Priok, Abepura, dan pembantaian besar-besaran di Timor-Timur berhasil meloloskan para terdakwa (TNI) divonis bebas. 

Bila merujuk pada perayaan HUT hari Juang Kartika TNI AD ke-60 memilih tema,  "Dengan meningkatkan profesionalisme, TNI Angkatan Darat bersama seluruh komponen bangsa lainnya siap menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia." Sebatas jargonkah tema tersebut, jangan apriori dulu, bung! Mari kita rujuk saja statement pak Presiden SBY tentang almamater-nya.  Dengan penuh pengakuan cukup memahami kondisi TNI. "Saya akan tetap memilih yang benar, budaya komisi, mark up dan pembelian fiktif, harus dihentikan. Pembelian persenjataan bagi militer harus sesuai kebutuhan. Bukan atas kemauan rekanan. Mereka yang masih melakukannya merupakan bagian dari korupsi yang sedang diberantas di Indonesia” (Gatra, 5 Desember 2005).
Sejauh mana pula posisi reformasi TNI? Emmy Kuswandari dalam artikel berjudul Reformasi TNI, Bergerak di Jalur Lambat memaparkan beberapa tabrakan justru sengaja terjadi pada jalur profesionalisme dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang meminta keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Permintaan yang disampaikan pada peringatan HUT ke-60 TNI tersebut ditanggapi Panglima TNI dengan mengoperasikan kembali komando teroritorial. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya Mayjen Agustadi Sasongko Purnomo yang menyiapkan 1.680 bintara pembina desa (babinsa) yang ada di wilayah Kodam Jaya yaitu DKI Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Secara intern, Panglima TNI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Skep/365/X/2004 tentang petunjuk penanggulangan terorisme. Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme memang dimungkinkan. Andi Widjajanto dari Universitas Indonesia mengatakan, yang bisa dilakukan TNI adalah operasi intelijen dengan tiga alternatif, yaitu membentuk satuan tugas intelijen, memberikan data intelijen di Badan Intelijen Strategis TNI ke Badan Intelijen Negara dan memberdayakan fungsi intelijen di Koter. Andi mengingatkan meski pelibatan TNI sangat dimungkinkan, tetapi harus diatur dalam Undang-undang Perbantuan TNI, yang hingga kini belum ada. Reformasi TNI hingga kini sudah memasuki tahun ke tujuh. Tetapi jalan masih panjang untuk ditempuh agar TNI bebas dari karakter tentara politik dan tentara niaga menjadi tentara yang professional (Sinarharapan13/12/2005).

Perubahan sejumlah aturan normatif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kebebasan sipil (civil liberties) dibuat dan dikeluarkan, seperti UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No.26/1999 tentang Pencabutan terhadap UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversif. Aturan-aturan normatif tersebut secara umum ditujukan bagi perlindungan kebebasan masyarakat sipil. Sejumlah undang-undang yang diterbitkan tersebut diharapkan dapat secara gradual menghapuskan dominasi militer terhadap masyarakat sipil yang berlangsung selama kekuasaan rejim Orde Baru. Langkah pemerintahan SBY-JK untuk mengaktifkan kembali Komando Teritorial (KOTER) TNI untuk menangkal aksi terorisme merupakan langkah mundur dalam kebebasan masyarakat sipil. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto membantah bahwa komando teritorial (koter) tidak pernah tidak aktif. "KOTER dari dulu tidak pernah tidak aktif, kalau tidak aktif Pangdam (panglima daerah militer) dan Danrem (komandan resor militer) tidur-tidur saja," (Voice of Human Rights, 12/2005).
Persolan come back TNI diperkokoh oleh dibuka kembali hubungan kerja sama militer antara Indonesia-Amerika Serikat. Setelah sekian lama mengalami embargo dari berbagai negara khususnya TNI AD (Angkatan Darat). Berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat seperti Timor Timur pasca jajak pendapat, Operasi Militer Aceh dalam beberapa periode, Operasi Militer dan Intelijen di Papua dan beberapa peristiwa lain. TNI (baca: AD) telah di black list khususnya oleh Amerika Serikat dalam hubungan jual-beli persenjataan. Keroposnya peralatan perang dan teknologi militer Indonesia tergambar jelas saat Ketegangan blok Ambalat dengan tentara Diraja Malaysia. 

Berawal dari kunjungan Presiden SBY ke sidang KTT APEC di Korea Selatan beberapa kemungkinan telah kembali ditinjau ulang. Berita mengejutkan adalah Pemerintah AS membuka kesempatan bagi Indonesia untuk membeli peralatan militer termasuk kategori lethal (mematikan). Pencabutan embargo itu termuat dalam UU Apropriasi HR 3057 yang diteken Presiden AS George W. Bush pada 14 November 2005 (Voice of Human Rights, 19/11/2005). Pertemuan Presiden SBY-Goerge W Bush telah menjadi moment bagi hubungan militer Indonesia-Amerika Serikat. Menurut Menlu Hasan Wirajudha, pemerintah Amerika Serikat ada kemungkinan mengabaikan (waiver) keputusan Kongres negaranya jika rencana normalisasi ini ditentang. Namun, pertemuan kedua pimpinan ini, lanjutnya, tidak akan berujung penandatanganan suatu kesepakatan (detikcom. 19/11/2005). Offensif Action yang dilakukan Presiden SBY dalam memcairkan hubungan militer tidak hanya pada Amerika Serikat yang terkenal dengan Industrial Military Complex. 

Security Sector Reform adalah program demokratisasi yang harus menjadi sorotan civil society dan politycal society di Indonesia. Selama 32 tahun di bawah todongan moncong senapan dan sepatu lars tentara cukup menjadi masa kegelapan dalam demokrasi Indonesia. Doktrin tentra rakyat secara empirik justru bertentangan dengan fakta lapangan yang melakukan represifitas terhadap rakyat bukan melindungi dan bersama rakyat mempertahankan Negara kepulauan Indonesia. Mainstream yang menjadi argumentasi pemerintah dan internasional adalah War Againts of Terrorism. Indonesia (baca TNI) berkepentingan dengan mempertahankan keutuhan NKRI yang kadang terlalu klise sebagai tindakan nyata. Pertanyaan yang selalu menyelidik di benak adalah apakah ini bentuk perluasaan front melawan terorisme sehingga harus memutihkan dosa-dosa TNI terhadap pelanggaran HAM di Indonesia? Mungkin pemerintahan Goerge W Bush sangat berterima kasih dengan matinya Dr. Azhari ditangan POLRI. Sehingga harus memberikan kompensasi terhadap keberhasilan tersebut. Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice menandaskan, “keputusan Pemerintah AS mencabut isu Papua dari RUU Apropriasi HR (House of Representative) 2601. Yaitu RUU yang antara lain meminta agar Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) ditinjau kembali dan agar meminta Menlu AS secara berkala memberikan laporan tentang keefektifan otonomi khusus di Papua” (Detikcom 19/11/2005).

Terorisme adalah bentuk perlawanan terhadap struktur dominan yang menyasar ke semua arah dan acap kali mengorbankan masyarakat sipil yang tak berdosa dalam setiap aksi-aksinya. Atas dasar itulah terorisme merupakan ancaman bagi kehidupan manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Namun bagaimana dengan militerisme dan militerisasi, tentu saja akan menambah puyeng alang-kepalang para pejuang HAM dan demokrasi Indonesia! Apakah hubungan kerjasama militer RI-AS murni dalam kerangka War Againts of Terrorism atau (maneuver) ekspansi pertahanan Militer AS yang selama ini selalu mengincar Indonesia sebagai rencana perluasan pangkalan militer di Indonesia? Bila melihat posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan politik dunia adalah alasan yang cukup kuat untuk menjelaskan beberapa rencana di atas.   

Kebebasan Berekspresi: Mulut Berteriak, Lengang yang Menjawab
Voice of Human Rights sebagai media yang focus menyuarakan HAM dan demokrasi Indonesia akan sedikit memeriksa ke dalam untuk urusan kebebasan berekpresi dan kondisi para pekerja media, wartawan ataupun kuli tinta. Media, acap diagung-agungkan sebagai pilar ke empat demokrasi. Karena itulah kebebasan pers satu negara acap kali menjadi parameter dari demokratisasi. Bagaimana bila pemerintah membatasi peran pers, apakah dapat diartikan sebagai upaya pembunuhan demokrasi? 
Wakil Presiden Yusuf Kalla sebagai pelanjut estafet ORBA dengan partai Golkar pernah meminta agar Pers dalam melakukan tugasnya tidak mendiskreditkan Pemerintah.

Permintaan Wakil Presiden itu disampaikan dalam pidato Ulang Tahun Kantor Berita ANTARA. "Kalau kita saling menyalahkan terus, bupati menyalahkan gubernur, gubernur menyalahkan siapa, ini tentu kita semua secara birokrasi menangani masalah" (Voice of Human Rights,2005).

Pemerintah mengeluarkan PP tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang Bernonor 49 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, 50 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, 51 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas dan 51 tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan. PP Penyiaran ini mendapat respon keras dari Komisi Pentiaran Indonesia (KPI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Setelah kasus AA Gym dengan iklan layanan masyarakat tentang BBM kali ini hegemoni rezim akan diinstitusionalisasi melaui PP Penyiaran ini. Aras kebebasan pers yang diperjuangkan gerakan reformasi dikangkangi oleh para pemilik modal besar yang syarat kepentingan mengkonservasi kekuasaan dari gelombang demokratisasi. 

Bila Pemerintah menguasai akses informasi untuk publik, maka akan ada kecendrungan pemerintah berupaya untuk melanggengkan kekuasaannya. Kewenangan pemerintah terlalu berlebihan, dari perizinan, pengawasan hingga pemberian sanksi. Seharusnya kewenangan tersebut dipegang oleh lembaga yang independen dan mengedepankan kepentingan publik. Keempat PP tersebut menjadikan publik tidak terlindungi dari muatan yang tidak sehat seperti pornografi, kekerasan dan mistik, dengan tidak adanya sanksi tegas kepada lembaga penyiaran ketika melanggar etika dan norma yang telah ditetapkan (VHR, 1/12/2005). Sementara KPI menegaskan, jika pemerintah tetap ngotot melaksanakan PP ini, maka KPI akan meminta DPR untuk mencabut UU Nomor 32 Tahun 2002 demi konsistensi hukum. KPI akan minta DPR untuk mencabut UU Penyiaran kalau pemerintah tetap ngotot. Bahkan pada titik tertentu kami akan mundur dari keanggotaan KPI. Komisioner KPI Ilya Revianti mengatakan upaya protes KPI terhadap PP ini diakui semata-mata untuk melindungi kepentingan publik untuk mendapatkan siaran-siaran yang mendidik, berkualitas dan berbobot (Detikcom,1/12/2005) .

AJI menilai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang lembaga penyiaran akan mengembalikan fungsi Depkominfo seperti Departemen Penerangan (Deppen) era Orde Baru (orba). “Penerbitan PP Nomor 50 Tahun 2005 secara langsung juga telah mempercepat metamorfosa Depkominfo menjadi Deppen ala Orba yang mengendalikan seluruh aspek isi, teknik dan administratif dunia penyiaran di Indonesia," kata Ketua Umum AJI Heru Hendratmoko. Bahkan, beberapa pasal dalam PP ini telah menutup kemungkinan bagi publik untuk memperoleh informasi dari sumber yang lebih beragam. Pelarangan lembaga penyiaran swasta untuk me-relay siaran warta berita dari luar negeri disamping menutup informasi pembanding bagi publik, juga akan membuat lembaga penyiaran di dalam negeri akan hidup seperti katak dalam tempurung. Tak berkembang. Sedangkan pembatasan jangkauan wilayah dari sistem stasiun jaringan yang dibatasi paling banyak 15% dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia hanya akan mengakibatkan tersebarnya informasi kepada publik secara tidak merata.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, AJI Indonesia menuntut: 
1. Presiden Susilo Bambang Yudoyono segera mencabut PP bermasalah ini. 

2. Mencopot Menteri Komunikasi dan Informatika, Sofyan Jalil dari jabatannya 

3. Membubarkan Departemen Komunikasi dan Informatika karena lembaga ini telah

disalahgunakan untuk memfungsikan kembali peran Departemen Penerangan ala Orde Baru(Voice of Human Rights, 1/12/2005).

Catatan AJI untuk kasus kekerasan terhadap pers
	Kasus
	Kasus yang diangkat
	Pelaku

	Penyerangan terhadap Lima wartawan Indopos
	Memuat berita soal insafnya seorang mantan preman penguasa pasar Tenabang
	Kelompok preman

	Laporan AJI Medan sepanjang 2005 tercatat 29 kasus kekerasan terhadap wartawan di Sumatera Utara
	Bentuk kekerasan itu, di antaranya penyerangan fisik maupun nonfisik seperti dipukuli dan dikeroyok ada 11 kasus, satu kasus pembunuhan, satu kasus jurnalis ditangkap dan ditahan karena karya jurnalistiknya. Lalu, ada dua kasus ancaman secara lisan atau tulisan, serta penyerbuan dan perusakan kantor
	dari 29 kasus kekerasan terhadap pers, 12 kasus di antaranya dilakukan preman. Selebihnya dilakukan oknum polisi, oknum TNI, oknum legislatif, oknum aparatur pemerintah, dan oknum wartawan sendiri

	Pemukulan wartawan Radio Suara Surabaya, tanggal 27 Mei 2005
	meliput jalannya aksi unjuk rasa buruh PT Maspion I di Sidoarjo
	petugas kepolisian

	Aksi pengeroyokan tehadap 2 wartawan Pos Metro Padang pada 14 Oktober 2005
	Dasman dan Hermansyah mengkonfirmasi dugaan penimbunan BBM di di sebuah kudang kayu illegal
	Pelaku Sertu Usman, anggota Korem 032, Wirabraja dan 2 orang penjaga gudang

	Pembunuhan seorang wartawan Harian Berita Sore, Elyudin Telaumbanua di Nias Selatan, Sumatera Utara
	Beberapa kali menulis berita kritis dalam proses pemilihan kepala daerah di Nias Selatan, di antaranya berjudul “Panwaslih Nisel Minta Tangkap Ketua dan Anggota KPUD” (12/8/2005), “DPRD Panggil Paksa Ketua KPUD Nias Selatan (15/8/2005), dan “Masyarakat Nisel Harapkan Panwaslih Usut Penyelewengan KPUD Pada Proses Tahapan Pilkada “(16/8/2005).
	Meski kasusnya sudah terjadi cukup lama dan telah dilaporkan ke Komnas HAM, Namun jangankan terungkap tuntas, jasad Elyudin-pun hingga kini belum diketemukan


Lalu, bagimana peran Negara dalam menjamin keamanan atau kebebasan para wartawan saat mengekpresikan berita yang dibuatnya? Sudahkah pemerintah menyiapkan perangkat aturan yang menjamin kebebasan pers? Atau mungkin justru Negara malakukan pembiaran terhadap tindak kekerasan itu? Maret 2006 nanti gabungan lembaga-lembaga non pemerintah berkesempatan angkat bicara dalam Sidang Komisi HAM PBB ke 62. Pemberangusan kebebasan pers menjadi salah satu fokus pelaporan itu. Rafendi Djamin Koordinator Human Rights Working Group berjanji akan membawa kasus-kasus usaha pengkebirian kebebasan pers oleh pemerintah ke forum Internasional itu. Hasil laporan akan dijadikan dasar penilaian PBB memandang keseriusan Pemerintah menegakan HAM di Indonesia. "Yaitu melaui komisi HAM PBB, laporan mengenai kebebasan berekspresi, yang kedua ada laporan kovenan yang sudah kita rativikasi dimana dalam laporan pertama Negara nanti, dia harus mempartanggung jawabkan kelakuanya dalam laporan kovenan hak-hak sipil politik. Dan kalu ternyata laporan bersifat bias hanya berorientasi untuk kepentingan Negara, maka ada kesempatan untuk masyarakat sipil untuk memberikan alternatif ke Komite Hak sipil Politik PBB" (Voice of Human Rights, 12/2005).

Kenaikan BBM: Kekeringan di Ladang Minyak
Wajah-wajah lelah itu masih berjubel dalam antrean panjang dengan jerigen di tangan kiri dan kanan. Tak terhitung siang dan malam menunggu untuk dapur mereka bisa berasap, itupun harus dibayar dengan harga yang jauh di atas normal. Acap terjadi perbincangan di antara sesama pengantri, kenapa BBM bisa langka, kalaupun ada harganya naik tinggi serta kabarnya yang didengar dari koran dan televisi banyak pejabat Pertamina dan aparat keamanan yang menyelundupkan BBM keluar negeri. Ditengah antrean manusia berjerigen, sulap-menyulap hilangnya BBM dari peredaran dan naiknya harga-harga kebutuhan bahan pokok. Mari menelusuri sedikit banyaknya latar persoalan seputar BBM yang meresahkan. 
Pada skala pembuat kebijakan, persoalan pemerintahan SBY-JK tidak berdiri bebas tanpa kesepakatan rezim sebelumnya. Di saat krisis BBM ini banyak kelompok-kelompok oposisi yang berteriak kencang tentang kebijakan kenaikan harga BBM dan subsidi rakyat miskin. Secara tegas bisa dikatakan pemerintahan SBY-JK ataupun kelompok opisisi di DPR sana “setali tiga uang!”  Sebelumnya Megawati-Hamzah Haz juga tak bisa berkelit dari kendala serupa, juga membuat pilihan mengorbankan rakyat miskin dengan dalih kompensasi dan subsidi. Dibawah ini adalah beberapa regulasi yang ditandatangi pemerintahan:

1. Sudah terjadi 2 kali kenaikan harga BBM  Maret dan Oktober dalam tahun 2005

2. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2005 menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) rata-rata 29 persen per 1 Maret 2005

3. UU Migas 22/2001: Berakhirnya penyediaan BBM domestik oleh Pertamina hingga 23 November 2005. Pemerintah bersama IMF dan Bank Dunia telah menata pasar terbuka di sektor hilir migas, dalam hal ini perdagangan BBM.

Data-data seputar BBM
(diklasifikasikan dari sumber berita VHR dan media lain)
	Persoalan
	Indikator
	Keterangan

	Liberalisasi perdagangan BBM dan gas 

	Yang menentukan harga BBM di Indonesia adalah mekanisme pasar tidak akan berjalan jika harga BBM di dalam negeri tidak bersaing, atau lebih murah dibanding harga di luar negeri 
	Perusahaan-perusahaan minyak lintas Negara yang akan mengendalikan harga BBM di Indonesia, mulai November 2005 seperti Shell, Caltex, Petronas dan British Petrolium

	Krisis energi dunia serta negara konsumen minyak bumi
	Melonjaknya harga minyak hingga sempat ke level US$ 70 per barel akibat badai tropis Katrina di Teluk Meksiko menimbulkan kekhawatiran ekonomi di sebagian negara, terutama negara konsumen minyak.
	Masalah ini juga memaksa negara konsumen minyak untuk mencari energi alternatif untuk menghindari mereka dari masalah krisis energi.

	Kuota subsidi BBM pemerintah sampai akhir 2005 berjumlah 59.634.360 kiloliter
	Pemerintah memperkirakan sampai 31 Desember 2005 konsumsi BBM dalam negeri akan lebih besar 10 % dari kuota tersebut, menjadi 65.619.950 kiloliter.
	Untuk BBM bersubsidi, jumlahnya akan tetap sesuai kuota APBN 2005 yakni 59,6 juta kiloliter.

	Pemerintah akan membayar utang tunggakan ke Pertamina untuk pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp 10 triliun
	Pertamina membutuhkan dana yang cukup besar untuk menambah stok bahan bakar minyak yang saat ini hanya akan bertahan 17,2 hari. 


	Pemerintah menargetkan kemampuan stok bisa bertahan hingga 18,5 hari dan kembali normal hingga 22 hari.

	Biaya pokok pembuatan bahan bakar minyak (BBM) dari minyak mentah oleh PT Pertamina sebesar Rp 29 triliun
	Dalam APBNP jumlah subsidi ditetapkan sebesar Rp 76 triliun
	Subsidi (sesungguhnya) bisa mencapai lebih dari Rp 90 triliun

	Nilai investasi di kegiatan eksplorasi di Indonesia
	Menurut Ricewaterhouse Coopers mencapai 160 juta Dollar AS tahun 1996, terus menciut menjadi 18,9 juta dollar AS tahun 2002
	investasi di pertambangan secara keseluruhan menurun dari di atas 2 miliar dollar AS tahun 1997 dan 1998 menjadi di bawah 500 juta dollar AS tahun 2001 dan 2002. Survei oleh Fraser Institute tahun 2000/2001, Indonesia di peringkat 40 dari 43 negara dalam iklim investasi pertambangan, hanya lebih baik dibandingkan dengan Rusia, Kazakhstan, dan Zimbabwe

	Kegagalan kebijakan energi nasional Indonesia dalam membangun ketahanan energi
	Indonesia dewasa ini menguasai cadangan minyak 9,7 miliar barrel, di mana 4,7 miliar barrel di antaranya sudah terbukti
	Namun, minimnya investasi baru di bidang eksplorasi, semakin tuanya sumur-sumur minyak yang ada, serta adanya berbagai kendala regulasi dan iklim investasi yang tak mendukung menyebabkan tingkat produksi terus menurun beberapa tahun terakhir

	Turunya produksi minyak dalam negeri 
	Produksi minyak dan kondensat turun dari 1,41 juta barrel per hari (bph) tahun 2000 menjadi 1,34 juta bph (2001), 1,25 juta bph (2002), 1,01 juta bph (2003), dan 1,001 juta bph (2004)
	Ini penurunan kedua belas tahun berturut-turut. Produksi minyak yang terus menurun menyebabkan Indonesia semakin kesulitan memenuhi kuota di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Indonesia, yang kini produsen minyak terbesar ketujuh dunia, dipastikan bakal menjadi negara anggota OPEC pertama yang harus hengkang dari organisasi tersebut akibat perubahan status menjadi importir neto minyak pada tahun ini


Selayaknya penjuru mata angin begitulah lanskap silang-sengkarut kenaikan harga BBM. Regulasi pemerintah menjadi trigger dari beberapa level persoalan sosial ekonomi masyarakat lainnya. Tidak hanya kenaikan saja tetapi kejahatan, kelangkaan juga terjadi dalam level yang bertingkat dari skala besar-kecil, terbuka-sembunyi-sembunyi, melibatkan aparat-penjahat. Semuanya menggunung tidak terbatas pada krisis energi saja tetapi juga krisis ekonomi secara makro.
Antrean Pengganguran dan Massifnya PHK 

Bergerak kemana roda peradapan manusia Indonesia di era milenium ini, dalam lautan pengangguran dan banjir bandang PHK? Kerja (produksi) dalam sejarah panjang evolusi telah melahirkan keberhasilan manusia merubah nature menjadi culture. Dari pola hidup nomaden dengan food gathering menjadi peladang subsistensi. Perubahan relasi inilah yang menjadikan manusia unggul dari mahluk lainnya, lalu menjadi penguasa alam semesta. Atas dasar kerja-kerja tersebutlah manusia menemukan relasi sosial ekonomis dalam hidup bermasyarakat. Dalam bekerja-lah (baik merubah alam atau sosial) manusia secara praksis memenuhi dan menemukan eksistensi dirinya. Bisa kita lihat ketika lautan pengangguran dan banjir bandang PHK menjadi lanskap Indonesia milenium, tak ayal kebanyakan manusia Indonesia sudah kehilangan eksistensi dirinya dalam relasi produksi dan tindakan ekonomis!

Laporan akhir tahun Center for Labor dan Development Studies (CLDS) menyajikan data tentang pengangguran dan PHK tahun 2005 (Kompas, 16/12/2005). Angka pengangguran Indonesia saat ini mencapai 40,1 juta. "Artinya, terdapat 40,1 juta angkatan kerja yang sama sekali tidak bekerja, setengah menganggur dan pengangguran terselubung. Pengkategorian CLDS berdasarkan setengah menganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 40 jam dalam seminggu, sedangkan pengangguran terselubung adalah mereka yang mengeroyok suatu bidang pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh beberapa orang saja. Jumlah mereka yang sama sekali tidak bekerja saat ini (2005) diperkirakan sekitar 11,6-11,9 juta jiwa. Urban Poor Corsorcium juga memaparkan terjadi perluasan sector informal secara signifikan di Jabodetabek. Fakta ini muncul dari jumlah advokasi yang dilakuakn sepanjang 2005 baik itu penggusuran, operasi kependudukan atau penutupan pabrik. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode Januari-November 2005 melaporkan jumlah pekerja yang terkena PHK yang tercatat di telah mencapai 109.382 orang dengan 3.481 kasus. Data itu belum mencerminkan jumlah nasional karena belum semua daerah memiliki data laporan. Setelah otonomi daerah sistem pelaporan di pemerintah daerah hingga ke pusat tidak jelas (Kompas, 16/12/2005). 

Di Jawa Tengah hingga November 2005 sudah 21 perusahaan yang melakukan PHK terhadap 7.724 buruh. Diperkirakan sampai akhir Desember akan ada 15.000 buruh yang terkena PHK missal. Dari 7.724 buruh itu, 5.832 di antaranya adalah buruh pabrik tekstil, di Solo pabrik tekstil melakukan PHK terhadap 1.128 buruhnya. Alasannya, produksi pabrik itu rendah dan daya saing dengan produk impor yang lebih murah di pasar. Data di Dinas Tenaga Kerja Jateng menunjukkan jumlah angka pengangguran di provinsi ini mencapai 1,173 juta. Di sisi lain, jumlah angkatan kerja mencapai 14,813 juta namun lapangan kerja hanya bisa menampung 13,640 juta. Selisih angka itulah yang menjadi penganggur (Suarapembaruan/15/12/2005). Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, investasi langsung merupakan kunci mengatasi masalah PHK dan pengangguran. Persoalannya, tahun 2006 merupakan tahun yang sulit investasi baru atau melakukan ekspansi usaha. Dalam enam bulan ke depan sektor swasta akan sulit. Biaya-biaya naik, seperti tarif listrik, suku bunga bank, upah minimum, dan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (Kompas, 16/12/2005).

Di Samarinda sejak dua tahun terakhir industri kayu di Kalimantan Timur telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 11.000 pekerja efek dari tujuh perusahaan kayu lapis yang tutup. Perusahaan kayu terakhir yang melakukan PHK terhadap karyawannya setelah berhenti operasi adalah PT Daya Besar. Perusahaan ini melakukan PHK terhadap lebih kurang 1.800 orang. Sebelumnya PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood, yang berlokasi di Bukuan, Kota Samarinda, telah melakukan PHK terhadap 2.400 buruh. Dua perusahaan kayu lapis atau plywood yang berlokasi di Sei Lili, tepi Sungai Mahakam, Kota Samarinda, juga sudah terlebih dahulu melakukan PHK terhadap ribuan buruh mereka. Beberapa perusahaan lain yang berlokasi di Loa Janan dan Bukuan, Kota Samarinda, terpaksa pula melakukan PHK terhadap ribuan buruhnya. Dengan demikian, jika ditotal, dari sekitar tujuh perusahaan yang telah tutup selama dua tahun terakhir ini sudah 11.000 lebih buruh yang dikenai PHK. Jumlah buruh yang terkena PHK tersebut menambah banyak daftar penganggur di Kota Samarinda yang tahun ini setidaknya mencapai 23.000 orang dari total penduduk Samarinda sekitar 540.000 jiwa (Kompas, 30/11/2005).

Artikel Dita Indah Sari di Kompas 12/12 mengulas renyah sehingga enak dikunyah tetang interpretasi pasar oleh pemerintahan SBY-JK ataupun sebelumnya Mega-Hamzah. Menurut Dita, pelaku pasar adalah segelintir pemain ekonomi skala besar dengan kepemilikan modal raksasa, dan bukannya puluhan juta pemilik UKM yang terengah-engah mempertahankan diri saat krisis. Pelaku pasar, dalam hal ini adalah investor asing dan para kreditor, dengan aset jutaan dollar, dan bukannya jutaan petani yang menjerit karena melimpahnya beras impor di pasaran. Pelaku pasar juga adalah pengusaha, kadang-kadang sekaligus politisi, yang lebih suka menjadi agen para pemodal asing ketimbang menjadi pengusaha yang kreatif dalam mengolah tenaga produktif di dalam negeri. Pelaku pasar adalah para pemain dan spekulan di pasar modal dan pasar uang. Mereka bukanlah kaum produsen yang bekerja keras menghasilkan barang/jasa dan menciptakan nilai baru. Maka, propasar tidak sama dengan propublik. Dalam banyak hal, propasar justru bertentangan secara diametral dengan kepentingan rakyat.

Beras Impor: Pak Tani Ndandur Angin! 

Setelah gelombang tsunami tekstil Cina melibas pasar dunia dan meluluhlantakkan industri di beberapa negara. Indonesia dalam gelombang pasang liberalisasi perdagangan dunia masih harus bertahan dari serbuan beras impor. Fakta menarik adalah resistensi yang lahir dari petani dan kelompok pro demokrasi di Korea Selatan dalam melakukan aksi penolakan secara radikal. Sementara di Indonesia respon hadir belum dalam bentuk yang progres dan melakukan proteksi pasar dalam negeri sebagai politik pangan yang berpihak pada kaum tani. 

Politik pangan harusnya menjadi konsern besar pemerintahan SBY-JK. Harga gabah, beras dan pupuk dalam negeri praktek tak lepas dari mata rantai rente yang menghisap dengan praktek tengkulak yang mengharu-biru. 

Liberalisasi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia mulai dari presiden Habibie tidak pernah berpijak pada kenyataan kongkrit masyarakat Indonesia. Salah satu sektor yang sangat dirugikan adalah pertanian dalam regulasi liberalisasi tarif pajak masuk. Pemangkasan besar-besaran terjadi dalam tarif pajak impor bahan pangan sehingga tidak ada perlindungan terhadap produksi petani dalam negeri. Beberapa tahun lalu dengan mata telanjang kita menyaksikan petani tembakau jatuh tapai dengan alasan tembakau dalam negeri memiliki kadar nikotin tinggi dan tidak laku di pasaran. Dalam minggu ini kebijakan Mentri Perdagangan untuk beras impor sangat memukul kaum tani Indonesia. Izin impor beras sebanyak 70.050 ton yang dikeluarkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu 1 November menuai protes. Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) dan lain-lain melalukan unjuk rasa di depan Kantor Departemen Perdagangan. Sedikitnya ada tujuh tuntutan petani dalam aksi tersebut, yakni laksanakan reformasi agraria, tegakkan hak asasi petani, berikan subsidi untuk petani, tolak impor beras, usir WTO dari petani, tegakkan kedaulatan pangan, tangkap dan adili pelaku kekerasan terhadap petani di Awu, Lombok (Detikcom 17/11/2005).

Keberatan atas rencana impor beras karena akan membuat harga beras yang saat ini sudah menguntungkan petani akan menjadi turun. Saat ini harga beras Rp 3 ribu hingga Rp 3300 perkilogram. Idealnya Rp 4 ribu. "Kalau impor harga bisa turun," kata Hendri Saragih dari FSPI. Ia membandingkan, harga beras di negara lain seperti Thailand yang mencapai Rp 4 ribu perkilogram, Korea Rp 16 ribu perkilogram, dan Jepang Rp 40 ribu perkilogram. Kebijakan impor beras ini dilakukan oleh Pemerintah karena mendapat tekanan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Asia Pacifik Economic Comity (APEC). "Pedagang juga ingin mendapat keuntungan dari impor ini, termasuk Bulog," katanya (Koran Tempo 17/11/2005).

Di Desa Sembung, Perak, Jombang hasil panen petani sebagian besar dibeli tengkulak dengan harga Rp 1.650 per kilogram gabah kering, kemudian dipasok ke gudang-gudang Perum Bulog. Ketika memasuki masa panen, petani Sembung jarang memanen padi miliknya. Sebagian besar menjualnya kepada tengkulak satu bulan sebelum panen. Apalagi harga yang ditawarkan tengkulak di atas harga dasar gabah pemerintah sebesar Rp 1.330 per kg gabah kering panen (GKP). Para tengkulak membeli dengan harga Rp 1.650 per kg GKP. Para tengkulak menurut petani, berani membeli gabah di atas patokan pemerintah, karena kumpulan gabah-gabah tersebut setelah digiling menjadi beras, dipasok ke gudang Perum Bulog setempat, dengan harga di atas yang mereka beli. Sampai sekarang Bulog tidak melayani pembelian gabah kepada petani dalam jumlah kecil, tetapi berskala besar (Suarapembaruan, 2/12/2005).

Di tengah sikap penolakan terhadap liberalisasi pasar beras dalam negeri, pemerintah malah curi-curi kesempatan dan menunjukan watak pedagang Melayu-nya dengan kasus penyelundupan jumlah yang diimpor dan kualitas beras. Setidaknya ada tiga kapal yang mengangkut 27.350 ton beras hingga Jumat (2/12) tidak diketahui pemiliknya. Perum Bulog menyatakan ketiga kapal itu bukan pengangkut beras miliknya. Dugaan adanya penyelundup muncul setelah Direktur Operasi Perum Bulog Bambang Prasetyo di Jakarta mengeluarkan daftar kapal yang terdiri dari 10 kapal yang seluruhnya memuat 68.800 ton beras milik Perum Bulog. Di luar daftar yang dikeluarkan Perum Bulog terdapat tiga kapal, yaitu MV Billion mengangkut 7.200 ton beras, MV Song Duong (14.150 ton), dan MV My Hung (6.000 ton). Di luar kapal beras milik kami, perlu diwaspadai, kata Bambang. (Kompas, 3/12/2005). Berdasarkan laporan otoritas pelabuhan Vietnam yang dikutip Dow Jones, dua di antara ketiga kapal itu bertujuan Filipina. Ihwal kualitas beras yang sebelumnya diberitakan berkualitas patahan 25 persen, Bambang juga membantahnya. Hal itu berdasarkan laporan dari surveyor di Vietnam yang terdapat di dalam dokumen impor. Meski demikian, pihaknya tengah mengecek langsung kualitas beras yang ada di ketiga kapal itu dengan menggunakan surveyor lokal, yaitu PT Pan Asia. Jika kualitas tidak sesuai dengan pesanan, Perum Bulog bisa menolak beras tersebut. PT Pan Asia kemarin telah mengambil sampel dan dalam beberapa hari hasil itu akan diketahui (Kompas,2/12/2005).

Di DPR Fraksi PDI Perjuangan memperjuangkan dibentuknya PANSUS untuk beras impor dan terjadi penolakan beras impor dari Komisi IV dan VI dengan alasan memiskin petani. Aryo Bimo menyerahkan topi caping petani kepada pimpinan sidang Paripurna sebagai simbol penolakan (VHR, 29/11/2005). Curilah disaat rumah tetangga selagi kebakaran, begitulah setidaknya praktek ‘maling’ yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang ramai menggalakan program pemberantasan korupsi.

Institut for Global Justice (IGJ) yang cukup konsern terhadap putaran demi putaran dalam persidangan WTO khususnya Agrement On Agricultur (AoA) melaporkan: Negara-negara maju berketetapan untuk melanjutkan ambisi bagi pemotongan tarif lebih lanjut, sementara, di lain pihak, mereka tetap bertahan untuk tidak memotong subsidinya. Baik Amerika Serikat (AS) dan Uni-Eropa (UE) tetap menolak untuk memberikan konsesi dalam hal pemotongan atau penghapusan dukungan domestik. AS bahkan tetap berkeinginan untuk memperluas kategori Kotak Biru (Blue Box) untuk menampung pembayaran subsidinya. Selain itu, AS juga tetap keras kepala soal bantuan pangan (food aid), sementara Uni-Eropa tetap mengambil posisi bertahan dalam soal akses pasar (www.globaljust.org).
Indonesia bukanlah Amerika Serikat atau Uni Eropa yang tidak konsisten dengan program yang mereka usung yakni NEOLIBERALISME. Ketika tsunami tekstil China membanjiri pasaran Amerika Serikat-Uni Eropa, kedua Negara tersebut meminta perlindungan ke PBB untuk peninjauan kembali kesepakatan dagang. Sementara Indonesia harus berhadapa dengan Letter of Intens (LOI) dan Strucrutral Adjustment Programmes (SAP’s) dengan ketat dan disiplin. Indonesia sangat patuh dan tunduk terhadap program ini!

Pluralisme: Teror Kekuasaan dan Tafsir Agama Dominan 
Sepanjang tahun 2005 Indonesia tak terlepas dari relasi konflik keagamaan ini bahkan masuk dalam wilayah yang rawan. Sebut saja bom Bali, kerusuhan Ambon-Poso, penutupan gereja, penyerangan JIL, penyerangan dan pembubaran Ahmahdyah-Madi di Palu, Sholat dua bahasa, dan banyak kasus lain. Konflik yang memiliki ekspresi kekerasan terjadi secara beruntun terhadap golongan, aliran keyakinan tertentu atau budaya tertentu. Dengan mata telanjang klaim-klaim keagamaan, keyakinan-keyakinan sakral atau yang disakralkan, digunakan untuk menjustifikasi kekerasan antar manusia. Tindakan akrobatik di atas terjadi dalam lanskap alam manusia yang dalam dasar kenegaraannya berke-Tuhan Yang Maha Esa dan melarang keras manusia untuk tidak beragama atau atheis. 

Indonesia dalam memori kolektif masyarakat pasca kolonial memilih semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai pencapaian Indonesia modern dalam alam merdeka. Relasi-relasi modenitas telah melahirkan pergeseran kepentingan tidak hanya sebatas entitas negara bangsa tetapi termasuk etno nasionalisme, keagamaan dan lainnya. Khusus dalam agama kemudian dikenalah istilah "pluralisme", keragaman realitas sebgai salah satu alternatif perspektif. Dalam konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia peran berbagai institusi cukup dominan untuk mengintervensi ranah masyarakat (agama). Institusionalisasi atau pelembagaan agama telah menutup pintu perbedaan karena ada meta tafsir oleh kekuasaan terhadap realitas. Dalam waktu dekat, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri akan menandatangani Peraturan Bersama tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat di Daerah (Voice of Human Rights, 4/12/2005).  Peraturan Bersama itu menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1/BER/MDN-MAG tahun 1969 tentang pendirian rumah ibadah yang dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan.

Human Right Defenderes, tak pelak lagi fatwa MUI pada Munas kemarin telah membuat gerah kaum liberal. Sebelumnya mereka telah dibuat gerah oleh keputusan Konggres Umat Islam Indonesia yang ke 4 yang menyatakan bahwa syariah Islam harus dijadikan satu-satunya solusi atas berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kebebasan beragama, diskriminasi agama, penyerangan fisik dan teror, ketidakadaan toleransi beragama, kekeliruan pemerintah dan polisi tak pelak lagi sebagai ekspesi pelanggar hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana warga negara dalam alam demokrasi semua memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya tanpa ada satu pihak pun yang berwenang untuk menghalang-halangi. Kebebasan berkeyakinan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (2) menyebutkan, "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2) pasal 28E menegaskan, "setiap orang berhak atas kekebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan ahti nuraninya". Ayat (3) menyebutkan, "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengelurkan pendapat".
Rangkuman data tentang kekerasan dengan motif agama sepanjang 2005
	Kasus
	Kebijakan 
	Keterangan

	Yusman Roy tentang Shalat dwi-bahasa dan kasus pelarangan buku terbitan Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) di Probolinggo
	Fatwa MUI Probolinggo yang keluar pada 16 Mei 2005
	Temuan LBH Surabaya:  

1. Kasus pelarangan dan penyesatan buku itu tidak semata-mata motivasi agama dan tetapi ada persaingan, motivasi politik dst. Setidaknya, diduga mereka yang terlibat adalah oknum NU, Muhammadiyah di samping MUI, tentu juga para pejabat pemerintah daerah. 

2. MUI Probolinggo(atau ketuanya) dan oknum-oknum yang menyebarkan dan memprovokasi hingga terjadi pelarangan, penyesatan dan kekerasan patut diduga sebagai penyebab kekerasan tersebut.

Harus dibedakan antara fatwa penyesatan oleh MUI dan kekerasan serta perusakan bangunan. Masing-masing harus diproses hukum secara berbeda.

3. Pemerintah daerah, dari Bupati, Polisi, Camat, Kades patut dituduh sebagai pelaku kekerasan secara formal pemerintahan. Artinya, apapun motivasinya, pengerusakan itu dilakukan dengan alasan kebijakan pemerintah daerah (dalam hal ini termasuk MUI).

	Penyerangan terhadap aliran Ahmadiah 
	Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fathwa melarang aliran Ahmadyah pada tahun 1984, dan dikuatkan oleh fatwa pada 29 Juli 2005
	· Penyerangan dan intimidasi ribuan orang yang mengaku dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian (LPPI) dan Front Pembela Islam (FPI) di Kampus Al-Mubarokh Parung, Bogor, akhir Juli 2005.

· Penyerangan dan intimidasi juga terjadi terhadap keluarga Ahmadyah di Desa Ketapang, Lombok Barat, Lombok, 19 Oktober 2005.

· Di Cianjur Jawa Barat, pada tanggal 19-20 September 2005, 70 rumah dan enam mesjid kepunyaan Ahmadiyah rusak berat akibat ulah sebagian massa yang mengaku sedang menjalankan fatwa MUI.

	Pembubaran paksa aliran Madi di Selena Sulawesi Tengah, 25 Oktober
	
	WALHI mensinyalir ada kepentingan aparat TNI/Polri di balik kasus Madi di Desa Salena, Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah. Kondisi geografis wilayah Salena yang menjadi tempat bermukim para pengikut aliran Madi  terdapat tambang granit dan sumber mata air. 

	Refresifitas terhadap JIL
	fatwa haram bagi jaringan islam liberal
	300 orang Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Umat Islam (GUI) datang ke Komunitas Utan Kayu, pusat aktivitas Jaringan Islam Liberal pada Agustus 2005.

	Kriminalisasi komunitas Eden
	Penyebaran ajaran Lia yang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah dinyatakan sebagai ajaran sesat
	Polisi pun kini telah menetapkan Lia sebagai tersangka dengan tuduhan telah melanggar pasal 156a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama dan penghasutan. Lia diancam dengan hukuman lima tahun penjara.

	Penutupan paksa gereja
	SKB 2 MENTRI NOMOR 1 TAHUN 1969 TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
	Data yang dihimpun oleh media untuk penutupan gereja selama 2005:

· April: Sebuah gereja di Ciseu Kabupaten Garut ditutup.
· 16 Juli: Peristiwa penutupan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Perum Gading Tutukan Soreang, Kab Bandung yang dilakukan oleh Muspika setempat.
· 27 Juli: Gereja Kristen Pasundan (GKP) di Katapang, Kabupaten Bandung ditutup.
· 31 Juli: Peristiwa pembongkaran Tempat Pembinaan Iman Gereja Isa Almasih (GIA) di Karangroto, Kecamatan Genuk - Semarang oleh Camat setempat.
· 7 Agustus: Peristiwa penutupan Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) serta penangkapan dan persidangan 3 (tiga) orang pembina Minggu Ceria, yaitu dr. Rebecca, Ibu Ratna Mala Bangun, Ibu Ety Pangesti yang dituduh melakukan pemurtadan dan Kristenisasi oleh MUI di Kec. Haurgeulis, Kab. Indramayu. Hingga saat ini ketiga Ibu tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Indramayu dan proses persidangan masih berlanjut. Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di Kampung Warung Mekar, Ds. Bungursari RT 6 / RW 3, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta oleh Front Pembela Islam (FPI) Wilayah Purwakarta.

· 14 Agustus: Pukul 09.45 Wib gereja-gereja yang berada di Komplek Permata Cimahi, Kel. Tani Mulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung diserang dan ditutup, yaitu :

-Gereja Anglikan 

-Gereja Sidang Pantekosta 

-Gereja Pantekosta di Indonesia 

-GSPdI 

-GKI Anugrah 

-Gereja Bethel Injil Sepenuh

· 22 Agustus: Gereja Kristen Pasundan Dayeuhkolot, Bandung, ditutup paksa


Epilog
Sedikit membuka sejarah pilar penegakkan HAM seperti yang dicapai dalam The French Declaration, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Antara lain dinyatakah tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan freedom of expression (bebas mengelaurkan pendapat), freedom of religion (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), the right of property (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-hak dasar lainnya.

Begitu kakukah lidah penguasa di Indonesia untuk melafazkan HAM untuk berhenti menjadi teror bagi rakyatnya? Pemerintahan sekarang juga dianggap tidak pernah menghormati HAM, bahkan cenderung memaafkan pelanggar HAM. Padahal persoalan HAM yang terjadi di Indonesia sangat banyak dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sebut saja kasus Tanjung Priok, Trisakti, Semanggi I dan II, G30S/PKI, penculikan, penangkapan dan pembunuhan aktivis HAM seperti Munir (Voice of Human Rights, 10/12/2005).

Catatan 2005 adakah kesan selain seremonial, aksi pawai keliling dan konfrensi pers? Di tengah dominasi modal dan acungan moncong senjata TNI begitulah kenyataan 2005 ditutup. Ekspektasi pemilih yang begitu besar terhadap SBY-JK, nyata-nyata dibayar dengan kekecewaan yang mendalam. Tak hanya secara rasio dan akal sehat rakyat untuk menjelaskan penindasan rezim duet tentara-pengusaha pada khalayak ramai, kraton Surakarta sudah berulang kali mengadakan ruwatan untuk rakyat bisa keluar dari ancaman alam dan tangan kekeuasaan. Akankah Human Rights Defenderes hanya menjadi penziarah ke makam para korban seperti Marsinah, Munir, Elang dkk sembari menaburkan kembang biar nama mereka selalu harum dalam udara Indonesia berbau amis darah dan bangkai manusia!
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